BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR.!'TAHUN 2017

TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap keselamatan masyarakat
-- "Bolaang Mongondow Selatan terhadap berbagai
ancaman benca%xa yang mungkin terjadi merupakan
salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah;
b. bahwa letak geografis daerah dan keadaan sosial
penduduk Bolaang Mongondow Selatan mengandung
potensi munculnya bencana baik yang berasal dari alam
maupun bencana sosial;
c. bahwa pada saat ini belum ada Peraturan Daerah di
7 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang mengatur
mengenai mekanisme penanggulangan bencana;
d. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perhi membentuk

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. - Pasal 18 _ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

-
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2@04 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemennta'h Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negar;éa Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3

o

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Neg;ra Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); .
Undang—Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2607 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongoxtadow Selatan
di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Neéma Republik
Indonesia Tahun 2008 'Nomor 103, Tambahan Lembaran

Negara Républik Indonésia: Nomor 4876);

Undang-Undang Nomor 32 -Tahun 2§09 tentang
Perlindurigan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara quubhk Indonesia Tahun 2012
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega?ra Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambalian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589), ;,sebagaimana
telah- diubah beberapa kali terakir-dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828); .

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Ta:hun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantua.n Bencana
(Lembaran Negara Republik Indon®sia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomorl 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing

Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun ™ 2008

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara. Republik
Indonesia Nomor 4830); B )
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun
2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsi di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006
tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana
dalam Penanggulangan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015
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.tehtan;g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
'Negra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 562 1);
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
. Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman

TRy gt
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= .
i Pembqntukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
: 19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penghapusan Logistik dan Peralatan Penanggulangan
Bencana;
: 20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
) Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengumpulan
: dan Reﬁgelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan
Penanggulangan Bencana;
Déngan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
- Dan
% BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
= MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : -
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan.

Kepala Daerah, adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
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10. -

11.

12.

13.

14.

Badan Penanggulangaxp Bencana Daerah selanjutnya dlsmgkat BPBD adalah

badan pemerintah daefah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan
bencana di Daerah.

il
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Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Kepala
BPBD adalah Kepa.laa Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow S¢latan. ;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
menggangu kehidupan: dan Penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupuh faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbu%nya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak pisikologis.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam'antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gununé meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor.

Be;ﬁca'ha‘ riéh alam aia.lah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa ;Eon alam yang antara lain gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar keiompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Keg.iatan pencegahan bencana adalah serangkaiah kegiatan yang dilakukan
sebagai upaya untulgc menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman
bencana. -

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalu1 langkah yang

tepat guna dan berdaya guna.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan perrtbenan permgatan sesegera-
mungkin kepada masyarakat tentang kemungkman teljadmya bencana pada
suatu tempat oleh lembaga yang berwenang

oo
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Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangl resiko bencana, ba1k
melalui pembangunan fisik maupun penygdara.n dan pemngkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana. :
Tanggap darurat bencana adalah scrangkaian? kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk
yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi
korban, hartaj benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemuhhan prasarana dan:

Wy
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sarana.
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik
atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana:
dengan sasaran utama untuk normalisasi atauE berjalannya secara wajar'g
semua aspek pemerintahan dan kehidupan ;nasyarakat pada wilayah
pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembah sem@ua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada w11ayah pascabencana, baik gada tingkat pemerintahan
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya
kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban,
dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa
menimbulkan bencana.

Rawan b_e;wana . adalah kondisi atau karakteristik geologls, biologis,
hidfologis, _klimatologis, geog;aﬁs, sosial, budaya, pOhtlk ekonoml, dan
teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi
kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangl
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Pemulihan - adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi
masyarakat dan lingkungan hidup yang ﬁerkena bencana dengan
memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan
melakukan upaya rehabilitasi. '
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23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

it

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untu§
mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangaxg
ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
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Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana
pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematianf;?
luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. ]
Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. |
Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh

Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang

ViR

diberi tugas untuk menanggulangi bencana®
Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa
keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai
akibat dampak buruk bencana.
Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau bada.l:i
hukum.

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang méﬁaeﬁta atau-

L

meninggal dunia akibat bencana. -
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Repubhk
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang
didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. )
Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur
organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugag
mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainny&
dan lembaga asing nonpemerintah dari Negara lain diluar Perserikataﬁ

Bangsa-Bangsa. e o -
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BAB II
ASAS DAN TUJUAN

S B Pasal 2
(1) Penanggulahgan bencana berasaskan :

a. kemamglsiaan
keadilan;
kesamaan kedudukan dalam pemerintahan,;
keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
ketertiban dan kepastian hukum;
kebersamaan;

kelestarian lingkungan hidup; dan

W,

B R ™0 a0 o

ilmu pe‘ngetahuan dan teknologi.

2) Prinsip-pringip penanggulangan bencana adalah :
cepat d?.n tepat;

priorita£3;

koordinasi dan keterpaduan;

a
b
c
d. berdayaguna dan berhasil guna;
e. transparansi dan akuntabilitas;
f kemitraan;

g. pemberdayaan;

h. nondiskriminatif; dan

i.  nonproletisi.

Pasal 3
Penanggulangan bencana bertujuan untuk :
a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
‘b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; )
c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
d. menghargaibudaya lokal;
membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan,

dan
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menc1ptakén perdamalan dalam kehldupa.n bermasyarakat berbangsa dan
bernegara. -
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BAB II1
’I‘ANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

)

Pasal 4

Laidti |

Pemerintah Dgerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan
penanggulangaﬁ bencana di Daerah.

: Pasal 5

Tanggung jawa.}? Pemerintah Daerah daléng penyelenggaraan penanggulangan

bencana melipuq-fi :

a.

penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena
bencana secara adil dan sesuai dengan; standar pelayanan minimuim;
perlindunggn masyarakat dari dampak‘ bencana;

pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana

_ dengan program pembangunan;

pengalokasan dana penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 6
Wewénang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
meliputi :
a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras

dengan kebijakan pembangunan daerah;

Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan
penanggulangan bencana;

Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan
provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

Pengamrar; penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman
atau bahaj;fa bencana pada wilayahnya;

Perumusar kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya

alam yang i:'nelebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan

ury
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f.  Pengendalian pengumpulan dan pefyaluran uaﬁg' atau bararig bersicala
Kabupaten. | S -

LT

g -
| Pasal 7 - )
Dalam hal Pemerintah Daerah belumigr dapat melaksanakan wewenangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat meminta bantuan dan atau

dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu

Hak Masy;arakat

W

Pasal 8

Setiap orang berhak : :

a. Mendapatkan perlindungan sosial dari rasa aman, khususnya bagi kelompok
masyarakat rentan bencana;

'b.  Mendapatian - vendidikan, pelahan ~ dan  keterampilan  dalam
penyelenggaraan penanggulangan beng‘ana;

c. Meridaﬁatkarf informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan
penanggulangan bencana;

d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan
program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan
psikososial;

e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan

_ 'penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan
-komunitasnya; dan | » | |
f. Melakukan pengawasan sesuai defngan mekanisme yang diatur atas

pelaksanaan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
= Pasal 9

‘Setiap orang berkewajiban :

- - =
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a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, ;:memelihara‘
keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsir§ lingkungan

hidup;

wm -

b. Melalukan kegiatan penanggulangan bencana;
Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penéhégulangan
bencana;

d. Mendapatkan izin dalam pengumpulan barang dan u;ng untuk
penanggulangan bencana; dan :

e. Melaksanakan pembangunan :dengan memperhatikan standal;f keamanan

bangunan gedung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Wi
LTI R

BAB V
PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Bagian Kesatu ;

Peran Lembaga usaha

+ Pasal 10
Lembaga = usaha mer'ldapatkan' " kesempatan - dalam pen%?lenggaraan
penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bers?ma dengan

pihak lain. )

Pasal 11

(1) Lembaga usaha  menyesuaikan kegiatannya dengan  kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

(2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah
dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta
menginformasikén‘kepad_a leblik secara transparan; -

(3) Lembaga usaha berkewajiban méngindahkan prinsip kemanuSiaan dalam

melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua .

Peran Lembaga Internasional
Pasal 12

|
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Q)
2)
(3)

(4)

(1)

(1)

g

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 '(ti_ga) tahapan yaitu :

Lembagg internasional bekerja sesuai dengan norma hukum internasional
dengan tetap menghormati hukum nasional yang berlaku di Indonesia.
Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan

- _bfe_ncana di Daerah

l?alam melaksanakan penanggulangan bencana sebagéimana dimaksud pada
ayat (2) lembaga internasional mendapat jaminan perlindungan dari
Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan

bencana berhak mendapatkan akses ke wilayah terkena bencana.

i

Pasal 13
Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasa 12 ayat (2) wajib :
a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam
penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
b. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset
penanggulangan bencana yang dibawa. . B | B
c. menaati ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku dan
menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah. )
d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan:
keselamatan.
Pasal 14
Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah
dalam penanggulangan bencana.
Pelaksanaan penanggulangan bencana olgh lembgéa- internasional QEatur

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15



(1)

(2)

(3)

Pra bencana;
Baat tanggap darurat; dan

Pasca bencana.

L]

Pasal 16

alam penyelenggaraan pep‘anggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat

seqr U mnnu

a. Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk
pemukiman; dan

b Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan
: seseorang atau masyarakat atas suatu benda.

;Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang
atau yang hak kepemﬂikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana
glimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan
%Jerundang-undangan yang berlaku.

baerah rawan bencana dimaksud ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati. >
§: Bagian Kedua
= Prabencana
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi :

a.
b.

Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan

Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

- Paragraf 2
Dalam situasi Tidak Terjadi Bencana

4

Pasal 18

Penyélenggaraan penanggulangén bencana pada situasi tidak terjadi bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :

a.

Perencanaan penanggulangan bencana,

uny |
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(1)

)

3

(4)

(S)

(6)

Wi

Pengurangan resiko bencana;

y

Pencegahan;
Pemanduan dalam perencajaan pembangunan;

Persyaratan analisis resiko bencana;

Pelaksanaan dan penegakag? re;ricané tata rﬁang;

Pendidikan dan pelatihan i‘:kepada sekolah-sekolah da;in kelompok-kelompok
masyarakat;

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;

Latihan serentak menghadapi bencana; dan

Sosialisasi penanggulangan:bencana melalui berbagai media massa.

SUiRr v -

Pasal 19
Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 18
huruf a ditetapkan oleh Pernerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
Penyusunan perencanaan Igenanggulangan sebagajman:a dimaksud 'pada ayat
(1) dikoordinasikan oleh BPBD.
Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1)
d}lékukén "melalui penyusgnan data tentang resiko bencana pada suatu
wilayah dalam “waktu teréntu berdasarkan dokumen resmi yang berisi
brogram kegiatan penanggulangan bencana.
Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi : .
a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana,
Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
Analisis kemungkinan dampak bencana;
Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;

Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;

o a0 g

dan
f.  Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang-tersedia.
Pemerintah Daerah dalam:waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan
penahggulangan bencana s%ecara berkala;
Dalam usaha menyelarziskan kegiatan perencahaan penanggulangan
ber’xc‘ana,-- "pemerintah‘ daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan

bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

- 2 -
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(1)

(2)
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Pasal 20 ]
Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b
dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mu%gkin ‘timbul, terutama
dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. 4 o | T
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; i
Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
Analisis kemung}cinan dampak bencana;

Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana; dan

o a0 @

Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulan;gan dampak bencana.

W
LT

Pasal 21

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi :

a.
b.

Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya dtau ancaman bencana;
kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara
tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
Pemantauan penggunaan teknolog1 yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur
berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya beneana

Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dm

Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 22

Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan cara

mencantumkan unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana

pembangunan daerah

(1)

)

Pasal 23
Rencana penanggulangan bencana sebagaimana din;aksud pada Pasal 19
ayat (3) dlthau secara berkala.
Penyusun.a.n rencana penanggulangan bencana sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) dlkoordlnamkan oleh BPBD

o



(3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang
" menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagai

bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan.

Pasal 24

Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf

e disusun dan ditetapkan oleh BPBD.

(1) Pemenuhan syarat analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. .

(2) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis resiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 2

Pasal 25
(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf f dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang
mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar

keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar

(2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 26
(1) Pendidikan, pelatihan, dan _persyaratan standar teknis penanggulangan
bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g dan huruf h
dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27 -
(1) latihan serentak menghadapi bencana seﬁagaimaha dimaksud dalam Pasal
18 huruf i merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan BNPB dalam melaksanakan latihan
serentak menghadapi bencana. ‘ |
(3) latihan serentak menghadapi bencana rriéliputi :
a. simulasi ketika terjadi bencana;

b. tahapan penyelamatan diri; dan

[
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(5)

(6)

(1)

(2)

3)

(1)

4c.‘7 'sosialis'gsi jaﬂur evakuasi dan titik kumpul;
| pelaksanéén latihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

di:

a _é.elgolah baikj milik pemerintah maupun swasta untuk siswa dan guruy;

b. perusahaiaﬁ umum yang ada di Daerah untuk karyawan swasta;

c. kantor instansi pemerintah untuk aparatur sipil negara;

d. gedung badan usaha milik negara untuk pegawai badan usaha milik
negara; dan-

e. kantor perusahaan daerah untuk pegawai perusahaan daerah. ~

Pemerintah Daerah dapat menentukan lokasi diluar lokasi pelaksanaan

latihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masyarakat

==
3

umum di Daerah. =
penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan
mempertimbangkan kapasitas tempat pelaksanaan dan aksesibilitas yang
mudah bagi mas’yarakat.

Pasal 28

latihan serentak menghadapi bencana dapat dilaksanakan setelah lebih dulu
memberitahukan secara tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan atau penanggung jawab tempat yang akan dijadikan lokasi latihan. ~
pelaksanaan latihan serentak menghadapi bencana untuk masyarakat umum
didahului dengan sosialisasi mengenai waktu dan lokasi pelaksanaan kepada
masyarakat di Daerah.

sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara

a. penyebarluasan melalui media massa di Daerah baik cetak ;naupun

elektronik; )

b. membagikan pamflet di tempat umum; atau

c. pengumuman di kelurahan dan desa.

Pasal 29 )
pelaksanaan latihan serentak menghadapi bencana dilaksanakan paling
sedikit satu kali dalam satu tahun. Coa

{0
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1]

(2) pemerintah meriyedlakan da.na yang cukup setiap tahun untuk pelaksanaan

(1]

latihan serentak’ menghadapl bencana.

ym

. Pax:agraf 3 )
Dalath situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

[
~

Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi

bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi :

a.
b.

C.

(1)

@

(1)

‘a.
b.

C.

Kesiapsiagaan;

=

Peringatan dini;"dan

Mitigasi bencana. -

Pasal 31

Kesiap-siagaan ésebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan

untuk memastikan upaya yang cepat dan iepat dalam menghadapi kejadian

bencana.

Kesmp—smgaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

Penyusunag dan uyjicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini;
Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan
dasar;

Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme
tanggap darurat;

Penyiapan lokasi evakuasi;

Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-
prosedur tetap tanggap darurat-bencana; dan

Penyediaan. dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk

pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 32

Peringatan dini: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan
untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi

- .resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

(2)

=g

=

ey |



Pengamatan gejala bencana;
Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;

Penyebarluasan informasi tentang perfngata:q_bencanai dan .

T LAt ¥ ] Nt
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Pengambilan tindakan oleh masyarakgt.

Pasal 33
(1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf ¢ dilakukan untuk
mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan

rawan bencana. , .
(2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mela;lui :

SR v

a. Pelaksanaan penataan ruang;

0

b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
dan '_ :

c. Penyelenggaraan pendidikan, penyui_uhan dan pelatihan baik: secara
konvensional maupun modern. |

Bagian Ketiga

Saat Tanggap Daén'at

®©

oo Pasal 34
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b meliputi :

Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
Penentuan status keadaan darurat;
Penyelamatan dan evakuasi korban;
Pe_rr;enuhan kebutuhan dasar;
Perlindungan terhadap-kelompok rentan;

Perlindungan terhadap tenaga petugas lapangan, relawan dan sumber daya.

mo.a 0 TP

terkait; dan
g. Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital.

Pasal 35
Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a
dilakukan untuk mengidentifikasi : - .

- - =
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a. Cakupan lokasi bencana;

b. Jumlah korban;

c. Kerusakan prasarana dan sarana;
d

[

A TEYA Lt I 1

W
1

‘Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan

Ny

Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 36
Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan BPBD mempunyai
kemudahan akses yang meliputi : § "
Pengerahan sumber daya manusia; .
Pengerahan peralatan;
Pengerahan logistik di Daerah

Pengadaan barang/jasa;

W
IS WA

Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;

Penyelamatan; dan

A I

Komando untuk memerintahkan sektor/ lembaga.

Pasal 37 i .

(1) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana sebaga1mana dlmaksud dalam
Pasal 36, Pemerintah Daerah yang terkena bencana mengerahkal asset
bidang pertahanan dan keamanan, perlmdungan masyarakat dan badan
usaha.

(2) Pengerahan aset bidang pertahanan, perlindungan masyarakat dan badan
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

'  Pasal 38 _
(1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau mel‘ninta pengerahan daya :
Sumberdaya antar daerah,; )
Lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
Badan SAR Nasional (BASARNAS); )
Tentara Nasional Indonesia; :
Polisi Republik Indonesia; :
Palang Merah Indonesia; - . . A - -

m e a0 oo

Perlindungan masyarakat (Linmas); dan

- —ad

iy



me poe ogop

h. ﬂémbaga sosial dan keagamaan.
(2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39 .
(1) Penetapan status darurat bencana di Daerah dilakukan oleh Bupati.
(2) Meka(nisme standar operasional prosedur serta koordinasi dan sosialisasi
terkait tindakan cepat dari semua unsur pelaksana dalam hal terjadinya

bencana pada status darurat bencana, diatur dalam Peraturan ?upati.

) Pasal 40
Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf
¢ dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang :timbul akibat
bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :
a. Pencéﬁan dan penyelamatan korban;
b. PertoiOngan darurat; dan
c. Evakuasi korban.

Pasal 41 ' ‘ S Lo -

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d

meliputi bantuan penyediaan :
Kebutuhan air bersih, sanitasi;
Pangan;

Sandang;

Pelayanan kesehatan;
Pelayanan psikososial; dan

Panampungan dan tempat hunian. -

Pasal 42
(1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan
dengan kegiatan :
a. Pendataan; .
b. mPenﬂempatan pada lokasi dan yang aman; dan

c. Pemenuhan kebutuhan dasar.
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(2)

(1)

(2)

i

Pen;nganan masirarakat_ dan pehgungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatdr lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

wm -

~ Pasal 43 .

Perligidﬁnéé'n‘ terhadap- k:elc-)mpok" rentan sebééaimana dimaksud dalam Pasal
34 huruf e dilakukan dengan m_femberikan prioritas kepada kelompok rentan
beru;pa penyelamatan, evakuaéi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan
psikososial. _

Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. _-fBayi, balita dan anak; _

b ;Ibu yang sedang mengandung atau menyusui,

(o éPenyandang cacat; dan -
d

Orang lanjut usia.

;Pasal 44

Perlinduf:igan terhadap petugas lépangan, relawan dan sumberdaya terkait

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f menjadi tanggung jawab

(1)

()

3)

(1)

... Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah.

L L

Pasal 45

setiap orang yang akan menjadi petugas lapangan atau relawan harus
menyediakan data pribadi.

organisasi sosial tertentu yang akan membantu Pemerintah Daerah dalam
penanggulangan saat terjadinya bencana harus menyediakan data pribadi
seluruh petugas lapangannya.

data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan
kepada Pemerintah Daerah melalui melalui perangkat daerah yang
membidangi urusan sosial di Daerah.

- Pasal 46
seluruh petugas lapangan dan relawan yang terdaftar pada Pemerintah
Daei:'ah memperoleh jaminan asuransi berupa dana kompensasi atas
kesehatan dan keselamatan diri selama melaksanakan tugas penanggulangan
“bencana di Daerah.

umy |
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(2) besarnya asuransi sebagmmané dunaksud pada ayat (l) dlsesumkan dengan
kondisi dan ketersediaan dana di Daerah.
(3) Pemerintah Daerah dapat memmta bantuan dana dari Pemerintah dan pihak

ketiga untuk mencukupi pemenuhan asurans1 sebageumana dimaksud. pada

=

=

"~ ayat (2). 3

Pasal 47
(1) petugas lapangan dan relawan menyampaikan laporan lisan atau tertulis
- kepada BPBD atas pelaksanaan tugasnya selama bencana terjadinya di
* Daerah.

(2)- petugas lapangan dan relawan menyampaikan laporan lisan atau tertulis

Wi

kepada perangkat daerah yan'$g membidangi urusan sosial di Daerah atas

kesehatan dan keadaan dirinya selama melaksanakan tugas penanggulangan

bencana di Daerah. : :

(3) untuk memudahkan pelapoifan, BPBD dan perangléat daerah yang
membidangi urusan sosial di lsaerah membuka posko bersama pada lokasi
terjadinya bencana.

(4) atas laporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah
memberikan dana kempensasi atas gangguan kesehatan maupun kecelakaan
yang ter]adl atas diri petugas lapangan dan relawan.

(5) apabila petugas lé.pangan atau relawan meninggal dunia akibat

melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Daerah, laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disarhpaikan oleh pimpinan rombongan
atau ketua organisasi dan dana kompensasi diberikan kepada keluarga atau
ahli waris.

Pasal 48
penggunaan anggaran atas asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat

(1) dipertanggungjawabkan oleh pemenntah daerah secara tertulis bersama
dengan penggunaan dana darurat bencana.

3
3

‘Pasal 49

ury )
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Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dmiaksud dalam pasal

34 huruf g dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganﬁ kerusakan akibat

bencana.

wpm

Bagian Keempat

ey

Pasca Bencana

Pasal 50 ;
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada 1:ahr=1p'j pasca bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf ¢ meliputi:
a. Rehabilitasi; dan )
b. Rekonstruksi.

ETRE
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Pasal 51
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a; dilakukan melalui
kegiatan :
Perbaikan lingkungan daerah bencana; (
Perbaikan prasarana dan sarana umum;

Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat

L L L

Pemulihan sosial psikologis; -
Pelayanan kesehatan; N
Rekonsiliasi dan resolusi konflik;

Pemulihan sosial ekonomi budaya;

PR om0 o0 o

Pemulihan keamanan dan ketertiban;

o
.

Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
j.  Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 52
Rekonstruksi sebagaima-na dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan melalui
kegiatan :
a. Pembangunan kembali prasarana dan prasarana; 2
b. Pembangunan kembah sarana sosial masyarakat; :
c. Pembangkitan kemball kehidupan sosial budaya masyarakat
d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih
baik serta tahan bencai;xa; o 4

ney



(1)

@

(1)

(2)

(1)
()

(1)

(2)

Partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia
usaha dan masyarakat;

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;

Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan A

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB VII
PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA
Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 53 -
Dana penanggulangan bencana menjadi tangguﬁawab bersama antara
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.
Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan

dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 54 7
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan - benééha
memadai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. | -
Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan

Penanggﬁlangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 55
Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana siap pakai.
Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh
Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD dalam APBD sé'tiap tahun
berjalan. _ |

Pasal 56
masyarakat di Daerah dapat melakukan upaya pengumpulan dana untuk
membantu penanggulangan bencana di daerah.
masyarakat yang akan melakukan keglatan pengumpulan dana ba.tk secara

sendiri maupun kelompok harus memberitahukan keglatannya dan
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© Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya.

Wiy

mem;;er(')leh izin dari Pemérintah Daerah melalui perangkat daerah yang

' membidangi urusan sosial di Daerah.

_hasil pengumpulan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan
_kepada daergh mejlalui rekening BPBD yang dibuat khusus untuk

penanganan bencana di Daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 57

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, pengunaan, .

pemeliharaan, pemantauain_, dan pengevaluasiaan terhadap barang jasa, dan/atau

uang bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 58

Pemerintah daerah melalui BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan

bencana sebagaimana dimaksud pasal 57 pada semua tahap bencana sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai

dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

@

"y 4

Pasal 60
Pemerintah Daerah menyediakan bantuan santunan diuka cita dan kecacatan
bagi korban bencana. - -
Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat diberi pinjamman
lunak untuk usaha produktif.
Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. ‘
Unsur masyarakat dapat berpatisipasi dalam penyediaan bantuan.

BAB VIl
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Pasal 61
(1) Pemerintah DaeraB melakukan pengawasan terhadap _ §eluruh_ tahap
penanggulangan be%ta‘na: R o o
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (ifl) meliputi :
a. Sumber ancaman atau bahaya bencana; '
Kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;

Kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;

po T

Pemanfaatan b}elrang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan
rancangan bané‘unan dalam negeri; :

Kegiatan konseérvasi lingkungan hidup; -

Perencanaan tata ruang; ‘

Pengelolaan lingkungan hidup;

R0

Kegiatan reklarinasi; dan

o
.

Pengelolaan keﬁangan.

3 . _ Pasal 62
" () ‘Dalam rhelaksanakg;n pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan
R sumbangan, Pemcré-i_ntah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil
pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan

masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal 63
Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), ditemukan
adanj-/a penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. )

= BAB IX
KERJASAMA ANTAR DAERAH

) Cowe

_ Pasal 64
Ketjasa{ma antar da‘erah,; baik antar kabupaten/kota, berkenaan dengan bencana
yang bersifat lintas daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

- -
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BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

A e

Y m

Pasal 65 -

(1) Penyelesaian sengketa pananggulangan beﬁcana pada tahap pertame
diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat

'Y

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagmmana dimaksud pada ayat (1) tidal

diperoleh kesepakatan, para pihak dapat rnenempuh upaya penyelesaiar
diluar pengadlla.n atau melalui pengadxlan

W,

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Bl

Pasal 66
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditindangkan.
_Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan. g%

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 22 /&
BUPATI BOLAANG/MONGONDOW SELATAN,,{ .

%( ERSON MAYULUIB

Diundangkan di Bolaang Uki

])ada tanggal 22 Dese#ber 2017

' Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENT & MONGONDOW SELATAN,

}MARZA ZoaE A, OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA : (9/2017).
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
‘ ’ NOMOR™  TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Secara geografis, kondisi Daerah adalah bervariasi karena memiliki daerah
berbukit, memiliki daerah tepi pantai, dan berada dalam radius letusan gunung
Ambang yang bérada di Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan denﬁkian perlu
dilakukan pengaturan mengenai pengamanan Daerah dari bahaya bencana alam
yang dapat muncul sewaktu-waktu. Selain kondisi geografis, keadaan sosial
masyarakat yang terdiri dari beberapa suku juga berpotensi menimbulkan
gesekan sosial yang berakibat pada bencana sosial seperti huru-hara dan
sebagainya, dengan demikian Pemerintah Daerah membutuhkan alat kontrol dan
dasar bertindak dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai
penanggulangan bencana secara khusus di Daerah. ' '

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berisi mengenai pengaturah
kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah bersama dengan BPBD dalam
melakukan penanggulangan bencana di Daerah, setelah mengatur kewenangan
maka kelembagaan dan hubungan kerja antara BPBD dan Pemerintah Daerah
juga perlu diatur sehingga dengan koordinasi yang baik dapat meminimalisir
dampak bencana yang terjadi.

Hal yang penting yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah
penanganan terhadap bencana yang dibagi atas 3 tahap yaitu: _ .
- pra bencana o ;
- saat tanggap darurat

- pasca bencana

Ketiga tahapan tersebut kemudian diatur kegiatan yang dapat dilakukan beserta
kewenangan Pemerintah Daerah dan BPBD sehingga akan. memudahkan -

penanggulangan bencana yang terjadi.

Dengan adanya penggunaan dana terhadap kegiatan penanggulangan .

bencana maka kemudian diatur mengenai pertanggung jawaban penggunaan



o

x.

dana, dimané pada peng}elenggaraénny:a diberikan beberapa ketentuan yang
memeudahka# pertanggung jawaban penggunaan dana sesuai dengan kondisi
yang ada.

wym

I. PASAL DEMNI PASAL
Pasal 1 :
Cukup jeias
Pasal 2 ‘
Ayat (1) .
Hung.f a

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanusiaan” bahwa materi yang

SR o

diatur dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan
pengunsi dilaksanakan atas dasar saling menghargai atar
; sesama manusia dan tidak diskriminatif.
Huruf b : _
,, Yang dimaksud dengan “asas keadilan” bahwa setiap materi
muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga

SR

Negara tanpa kecuali.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas 'kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi ketentuan
dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang
membedakan latar belakang antara lain, agama, suku, ras,
golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d ‘ ‘

Yang dimaksud ciengah “asas keseimbangan” adalah bahwa

materi muatan dalam ketentuan penanggulangan bencana

mencerminkan keseimbangan kehidupan social dan lingkungan.

%

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi
{ muatan dalam  ketentuan penanggulangan bencana -
. mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial
- . masyarakat.

Huruf e

uny
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Yang dimaksud dengaxjﬁ “asas ketcrﬁban dan kepa§tian hukum”

1

adalah bahwa materi dalam ketentuan muatan penanggulangan
bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian huktj.l;n.

Huruf f -Ef ) . |
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa
penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan
tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dilakukan secara

= gotong royong.

Huruf g :

Yang dimaksud denga:n “asas kelsetarian lingkﬁngan hidup”

VA

adalah adalah bahwasmateri muatan dalam penanggulangan
bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi
sekarang dan generasi akan datang demi kepentingan bangsa
dan negara. :
Huruf h ’
Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi
. -adalah -bahwa dalggl penanggulangan bencana harus
memanfaatkan ilmu peit_’ﬁgetahuan dan teknologi secara optimal
i sehingga mempermudah dan mempercepat penanggulangan
bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi
bencana, maupun pada tahap pasca bencana.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa
dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara
cepa;t dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
Huruf b )
Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila
terjadi bencana, kegiatan penaggulangan harus mendapat
prioritas dan diutamakéan pada penyelamatan jiwa manusia.

Huruf ¢

ey
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Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” é.dalah bahwa
penanggulangan bencana didasarkan pada koordihasi yang baik
dan saling mendukung. '.
Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa "
penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagat sektor secara
terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling
mendukung. -

Huruf d A
Yang dimaksud :dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa
dalam mengatast kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak
membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berleblhan
Yang dimaksud 'dengan “prinsip berhasil guna” ;adalah bahwa
kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna,
khususnya dalam megatasi kesulitan masyarakat dengan tidak
membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebil‘ian.

Huruf e r
Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi’ bahwa

penanggulangan"' béncana dilakukan secara terbléka dan dapat

=

=

dipertanggungjawabkan. - -
Yang dimaksud ~ dengan “prinsip akuntabilita® bahwa
penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
) Cukul:; jelas - -
Hurufh _

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalahr Negara dalam
penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang
berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran
politik apapun. H
Huruf i :
Yang dimaksud dengan “nonproletisi” - adalah dilarang
menyebqu,anragama atau keyakinan pada saat keadaan darurat

- - =

W



bencana terutama
darurat bencana.

Pasal 3
. f_.Cukup jelas .
Pasgl 4
. Cukup jelas
Pasal 5
- Cukup jelas
Pasal 6
- Cukup jelas
Pasal 7
. Cukup jelas
Pasal 8
* Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
- Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

-

melalui pemberian bantuan dan pelayanan

Wy



al 19 _
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas _.
Pfsai 21
: Cukup jelas
Pasal 22
- Cukup jelas
Pasal 23
» Cukup jelas
Pasal 24
: Cukup jelas
Pasal 25
:  Cukup jelas
Pasal 26
| { Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan sekolah meliputi sekolah dasar da_n“ -

P

A ”g"rn m

ume

91

L

sedefé.jamYa, sekolah menengah pertama dan sederajatnya,.
dan sekolah menengah atas dan sederajatnya.

Huruf b )
Cukup jelas

W

LU 1]

Huruf c .
Cukup jelas

Huruf d y _ .
Cukup jelas |

uny
\



A

“ AL )

Huruf e : :
Yang dimfaksud dengan perusahaan daerah meliputi
perusahaan daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah
dan perusaT‘xaan perseroan daerah ‘
Ayat (5) %?
Cukup jelas : t
Ayat (6) "

Yang dimaksud derigan aksesibilitas yang mudah adalah lokasi yang
dekat dengan pemukiman masyarakat dan mudah dijangkau.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30 :
Cukup jelas
Pasal 31 ,
Cukqp jelas
‘Pasal 32 -
Cukup jelas =
“Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36 _
Cuku;; jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas -
Pasal 40
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Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas "
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas *
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas i
Pasal 53 - - -
Cukﬁp jelas -
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas -
Pasal 56
Cukup jelas = o
Pasal 57 U - S
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Cukup jelas
" Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64 .

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN TAHUN 2017 NOMOR
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